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ABSTRAK 

 

Fadli Suhada Rambe. NPM 1505170363. Analisis Perhitungan, Pemotongan 

Dan Pencatatan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. Indojaya Agrinusa. 

Skripsi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera 

Utara 2019. 

 

Penelitian ini dilakukan di PT. Indojaya Agrinusa yang bertujuan untuk 

mengetahui dan menganalisis Perhitungan, Pemotongan, dan Pencatatan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 Atas Gaji Karyawan serta untuk mengetahui dan 

menganalisis apakah pajak penghasilan PPh pasal 21 pada PT. Indojaya 

Agrinusa sudah sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Metode 

penelitian yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif, berupa hasil 

wawancara dan data pendukung dari PPh Pasal 21 di PT. Indojaya Agrinusa, 

teknik analisis data yang digunakan dengan melakukan survey ketempat 

penelitian untuk memperoleh data serta menganalisis data untuk menarik 

kesimpulan dan membandingkan masalah dengan teori-teori untuk mendukung 

masalah. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu pajak penghasilan wajib pajak 

orang pribadi (PPh pasal 21) atas perhitungan, pemotongan dan pencatatan 

pada PT. Indojaya Agrinusa belum sesuai dengan UU No.36 tahun 2008 karena 

terdapat perbedaan perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan. Dimana 

perusahaan melakukan perhitungan, pemotongan dan pencatatan PPh Pasal 21 

dengan menggunakan PTKP tahun 2013 sementara menurut perundang-undang 

perpajakan PTKP yang saat ini berlaku adalah PTKP tahun 2016, sehingga 

terjadi perbedaan perhitungan antara yang dilakukan oleh perusahaan dengan 

perhitungan yang seharusnya menurut undang-undang. 

 

Kata Kunci : Pajak, PPh Pasal 21, Wajib Pajak Orang Pribadi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pajak mempunyai kontribusi cukup tinggi dalam penerimaan 

Negara non migas. Pada beberapa tahun terakhir dalam rangka 

meningkatkan penerimaan Negara dari sektor fiskal pemerintahan telah 

membuat berbagai kebijakan dalam bentuk ektensifikasi dan intensifikasi. 

Kebijakan tersebut akan berdampak pada masyarakat dunia usaha, dan 

pihak pihak sebagai pembayar pemotong atau pemungut pajak (Meyliza 

Dalughu. 2015). 

Salah satu pendapatan Negara yang paling besar adalah sektor pajak. 

Bagi negara pajak adalah sumber penerimaan penting yang akan di gunakan 

untuk membiayai pengeluaran Negara baik pengeluaran rutin maupun 

pengeluaran pembangunan. Sistem perpajakan merupakan dasar 

mekanisme regulasi negara terhadap ekonomi melalui financial leverages. 

Fungsi efektif seluruh ekonomi negara bergantung pada sistem perpajakan 

yang mapan (Konvisarova, 2015). 

Dari sektor ekonomis pajak merupakan pemindahan sumber daya 

sektor privat ke sektor publik. Pemindahan tersebut akan mempengaruhi 

daya beli atau kemampuan belanja sektor privat. Agar tidak terjadi 

gangguan yang serius terhadap jalannya perusahaan maka pemenuhan 

kewajiban perpajakan harus di kelolah dengan baik. Pajak dapat dilihat dari 

segi ekonomi, sosial atau politik. Perpajakan secara luas digunakan alat 

fiskal bagi pemerintah untuk mendapatkan pengeluaran yang bisa 
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mereka gunakan untuk keuntungan bagi warga negara dan untuk 

kepentingan keuangan negara (Katja Ylamo, 2016). 

Pajak yang berlaku bagi karyawan adalah Pajak Penghasilan Pasal 

21, dalam hal perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 karyawan, biasanya 

akan dilakukan oleh perusahaan tempat karyawan tersebut bekerja. Selain 

self assessment, juga dikembangkan withholding tax system yaitu sistem 

yang mewajibkan Wajib Pajak untuk melakukan pemungutan dan 

pemotongan atas pajaknya pihak lain. Dengan sistem ini, pemerintah akan 

dengan mudah untuk mengumpulkan pajak tanpa memerlukan upah dan 

biaya yang besar. 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 11 menjelaskan Pajak 

Penghasilan (PPh) pada sebagai berikut, Undang-Undang ini mengatur 

pengenaaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan 

penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak. 

Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh 

penghasilan, dalam Undang-Undang ini disebut Wajib Pajak. Wajib Pajak 

dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu 

tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak umtuk penghasilan dalam bagian 

tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir 

dalam tahun pajak. 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan yang menjadi objek 

yaitu penghasilan. UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 21 ayat (1) huruf a 

mengatur pemotongan penghasilan, menyebutkan pemotongan pajak atas 

penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan 
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nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh wajib pajak 

orang pribadi dalam negeri dilakukkan oleh pemberi kerja yang membayar 

gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan 

sehubungan dengan pekerjaan. 

Sumber daya manusia atau pegawai merupakan salah satu faktor 

pendukung kunci sukses suatu perusahaan. Perusahaan memberikan 

berbagai fasilitas untuk meningkatkan kualitas kerja pegawai. Selain 

fasilitas, kesejahteraan pegawai pun perlu diperhatikan agar semakin loyal 

dalam bekerja. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai dapat 

berupa pemberian tunjangan, seperti : tunjangan pajak, tunjangan 

kesehatan, bonus, Tujangan Hari Raya (THR), premi asuransi yang dibayar 

perusahaan, dan lain-lain. Pemberian bentuk kesejahteraan yang tepat dapat 

mendukung kinerja pegawai dan membuat lebih produktif. Pemberian 

bentuk kesejahteraan yang dilakukan perusahaan akan mengakibatkan 

pengeluaran perusahaan bertambah besar. Bertambah besarnya biaya ini, 

diharapkan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas kerja 

pegawai. 

Perusahaan telah memberikan dukungan, baik secara finansial 

maupun moral kepada pegawai sebagai upaya meningkatkan loyalitas 

kepada perusahaan. Namun pegawai tidak luput dalam pemotongan pajak 

atas penghasilannya sebagai wujud sumbangan bagi negara. Pegawai yang 

dipotong pajak atas penghasilannya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP). Perusahaan memiliki wewenang dalam melakukan pemotongan 

Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang atas penghasilan pegawai 
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baik teratur maupun tidak teratur. Penghitungan PPh Pasal 21 yang 

dilakukan oleh perusahaan harus mengacu pada undang-undang yang 

berlaku. Penghitungan yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, 

dapat menjadi acuan yang benar bagi perusahaan dalam menentukan PPh 

Pasal 21 terutang. Perusahaan bertanggung jawab sebagai pemotong pajak 

yang baik dan benar bagi karyawannya agar pajak yang dipotong tidak 

terlalu besar atau tidak terlalu kecil. 

Sesuai ketentuan perpajakan Wajib Pajak yang memperoleh 

penghasilan neto tidak melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 

dikecualikan dari kewajiban untuk menyampaikan SPT Tahunan PPh Wajib 

Pajak Orang Pribadi. Jadi meskipun karyawan mempunyai NPWP, tetapi 

jika penghasilan neto karaywawan tidak melebihi PTKP maka karyawan 

tidak wajib menyampaikan SPT. 

Risiko utama tidak memiliki NPWP bagi karyawan swasta, pegawai 

pemerintah, pejabat negara, hingga prajurit TNI akan diwajibkan membayar 

potongan Pajak Penghasilan (PPh) lebih tinggi dari karyawan lainnya yang 

sudah mempunyai NPWP, yakni potongan PPh sebesar 20%.Ilustrasi 

perhitungannya, misalkan Anda seorang karyawan swasta, sudah 

mempunyai NPWP, maka perusahaan tempat bekerja akan memungut 

potongan PPh Pasal 21 sesuai aturan hanya 5% dari Penghasilan Kena Pajak 

(PKP). Sebaliknya, jika Anda tidak mempunyai NPWP, maka akan 

dikenakan potongan PPh Pasal 21 sebesar 20% dari PKP. Potongan ini 

tentunya sangat merugikan Anda, karena penghasilan 
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Anda akan berkurang dalam jumlah yang besar hanya karena tidak memiliki 

kartu NPWP. 

PT. Indojaya Agrinusa adalah suatu perusahaan swasta yang 

bergerak dalam bidang produksi pakan ayam dan perternakan serta 

perdagangan bahan untuk ternak. Kegiatan lingkungan yang membangun 

dan mengkomersilkan Broiler dan layer perternakan, mendirikan bidang 

industri pasca panen, menjalankan perusahaan bisinis dan pengolahan 

semua jenis bahan untuk pembuatan/produksi makanan hewan terutama 

pakan ternak. 

Dalam aktivitas operasional PT. Indojaya Agrinusa tentunya 

membutuhkan sumber daya manusia atau yang disebut dengan sebagai 

tenaga kerja sebagai dari akibat itu akhirnya muncul kewajiban perusahaan 

yang harus ditunaikan kepada karyawan dalam bentuk pembayaran gaji 

berikut daftar pembayaran gaji di perusahaan : 
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NPWP Gaji Tunjangan Tunjangan Tunjangan Tunjangan Bruto Biaya Neto PPh 21

Setahun Hadir Makan Transport Jabatan Setahun Jabatan Setahun Setahun

Pegawai A K/2 02057xxxxx 36,000,000 200,000 3,600,000 3,120,000 3,120,000 2,600,000 48,640,000 2,432,000 46,208,000 30,375,000 15,833,000 791,650

Pegawai B Tk/0 02057xxxxx 58,000,000 200,000 5,800,000 3,120,000 3,120,000 3,800,000 74,040,000 3,702,000 70,338,000 24,300,000 46,038,000 2,301,900

Pegawai C K/0 02057xxxxx 34,000,000 187,000 3,400,000 3,120,000 3,120,000 3,200,000 47,027,000 2,351,350 44,675,650 26,325,000 18,350,650 917,533

Pegawai D K/0 28,000,000 135,000 2,800,000 3,120,000 3,120,000 5,000,000 42,175,000 2,108,750 40,066,250 26,325,000 13,741,250 687,063

Pegawai E K/1 02057xxxxx 22,000,000 128,000 2,200,000 3,120,000 3,120,000 2,000,000 32,568,000 1,628,400 30,939,600 28,350,000 2,589,600 129,480

Pegawai F K/3 02057xxxxx 52,000,000 148,000 5,200,000 3,120,000 3,120,000 6,200,000 69,788,000 3,489,400 66,298,600 32,400,000 33,898,600 1,694,930

Pegawai G K/2 02057xxxxx 54,000,000 154,000 5,400,000 3,120,000 3,120,000 4,400,000 70,194,000 3,509,700 66,684,300 30,375,000 36,309,300 1,815,465

Pegawai H K/1 02057xxxxx 37,000,000 102,000 3,700,000 3,120,000 3,120,000 2,600,000 49,642,000 2,482,100 47,159,900 28,350,000 18,809,900 940,495

Pegawai J K/0 02057xxxxx 22,000,000 102,000 2,200,000 3,120,000 3,120,000 2,000,000 32,542,000 1,627,100 30,914,900 26,325,000 4,589,900 229,495

Pegawai K K/0 02057xxxxx 18,500,000 102,000 1,850,000 3,120,000 3,120,000 2,000,000 28,692,000 1,434,600 27,257,400 26,325,000 932,400 46,620

Pegawai L K/1 02057xxxxx 29,890,000 102,000 2,980,000 3,120,000 3,120,000 2,600,000 41,812,000 2,090,600 39,721,400 28,350,000 11,371,400 568,570

Pegawai M K/0 02057xxxxx 25,000,000 115,000 2,500,000 3,120,000 3,120,000 2,600,000 36,455,000 1,822,750 34,632,250 26,325,000 8,307,250 415,363

Pegawai N K/2 02057xxxxx 34,000,000 135,000 3,400,000 3,120,000 3,120,000 5,000,000 48,775,000 2,438,750 46,336,250 30,375,000 15,961,250 798,063

Pegawai O K/2 02057xxxxx 25,000,000 161,000 1,900,000 3,120,000 3,120,000 2,000,000 35,301,000 1,765,050 33,535,950 30,375,000 3,160,950 158,048

Pegawai P K/2 02057xxxxx 22,500,000 148,000 1,900,000 3,120,000 3,120,000 2,600,000 33,388,000 1,669,400 31,718,600 30,375,000 1,343,600 67,180

Pegawai Q K/2 02057xxxxx 22,000,000 141,000 2,200,000 3,120,000 3,120,000 2,600,000 33,181,000 1,659,050 31,521,950 30,375,000 1,146,950 57,348

Pegawai R K/2 02057xxxxx 34,000,000 128,000 3,400,000 3,120,000 3,120,000 3,200,000 46,968,000 2,348,400 44,619,600 30,375,000 14,244,600 712,230

Pegawai S K/0 02057xxxxx 26,000,000 128,000 2,600,000 3,120,000 3,120,000 3,800,000 38,768,000 1,938,400 36,829,600 26,325,000 10,504,600 525,230

Pegawai T K/0 40,000,000 102,000 4,000,000 3,120,000 3,120,000 3,800,000 54,142,000 2,707,100 51,434,900 26,325,000 25,109,900 1,255,495

Pegawai U K/1 02057xxxxx 20,000,000 123,000 1,800,000 3,120,000 3,120,000 3,200,000 31,363,000 1,568,150 29,794,850 28,350,000 1,444,850 72,243

PENGHITUNGAN PPh Pasal 21 KARYAWAN TETAP

PT. INDOJAYA AGRINUSA

TAHUN 2018

Nama Status Lembur PTKP PKP
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Dari tabel diatas terlihat bahwa dalam perhitungan dan 

pemotongan gaji perusahaan belum menerapkan peraturan mentri 

keuangan No : PER/16/PJ/2016 mengenai penghasilan tidak kena pajak 

terlihat disitu bahwa jumlah PTKP yang menjadi pengurang penghasilan 

tidak sesuai dengan keputusan mentri keuangan yang berlaku. Selain itu 

terlihat dalam daftar pembayaran gaji karyawan tidak memiliki NPWP 

disamakan jumlah pajak penghasilannya dengan karyawan yang 

memiliki NPWP sementara menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2008 Sanksi bagi setiap orang yang dengan sengaja tidak mendaftarkan 

diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk 

dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak sehingga dapat menimbulkan 

kerugian pada pendapatan Negara akan dikenakan denda 20% dari total 

pajak teruhutangnya.  

Dari fenomena yang terlihat diatas tentunya menunjukkan kurang 

telitinya perusahaan dalam perhitungan pajak penghasilan Pasal 21 yang 

dipotong dari karyawan. Hal inilah yang menjadi latar belakang penulis 

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Perhitungan, 

Pemotongan Dan Pencatatan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Pada PT. 

Indojaya Agrinusa”. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Adapun identifikasi masalah adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan belum menerapkan peraturan menteri keuangan PER-

16/PJ/2016 mengenai tarif penghasilan kena pajak 
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2. Perusahaan tidak membedakan jumlah pemotongan PPh 21 atas gaji 

orang pribadi yang memiliki NPWP dan yang tidak memiliki NPWP. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memutuskan masalah : 

1. Mengapa Perhitungan, Pemotongan, dan Pencatatan PPh pasal 21 

di PT. Indojaya Agrinusa tidak sesuai dengan undang-undang 

perpajakan yang berlaku saat ini? 

2. Bagaimana Perhitungan, Pemotongan, dan Pencatatan PPh pasal 

21 di PT. Indojaya Agrinusa agar sesuai dengan undang-undang 

perpajakan yang berlaku saat ini ? 

D. Tujuan dan Manfaat Peneitian 

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah : 

1. Untuk menganalisis perhitungan , pemotongan, dan pencatatan 

PPh pasal 21 atas PT. Indojaya Agrinusa sudah sesuai dengan 

undang-undang perpajakan tahun 2018. 

 Manfaat Penelitian 

 Manfaat penelitian sebagai berikut : 

1. Bagi Peneliti, berharap dapat mengaplikasikan ilmu yang 

diperoleh selama mengikuti perkuliahan dan menjadikan 

pengetahuan apabila nanti terjun secara langsung ke lapangan.  
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Serta merupakan persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana 

Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah 

Sumatera Utara. 

2. Bagi Perusahaan, bagi pihak yang terkait, dalam hal ini karyawan 

yang bekerja di PT. Indojaya Agrinusa, membantu Wajib Pajak 

untuk lebih memahami PPh pasal 21 yang dikenakan atas gaji 

yang diperoleh. 

3. Bagi Pembaca, diharapkan dapat menambah wawasan mengenai 

aspek-aspek perpajakan khususnya dalam hal perhitungan dan 

pelaporan pajak penghasilan 21 sesuai dengan undang-undang 

yang berlaku sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Uraian Teoritis 

1. Pengertian PPh Pasal 21 

Menurut Gunadi (2009:291), “PPh akan berhubungan langsung 

dengan penghasilan dan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan 

memelihara penghasilan (kena pajak) dan pengurangan penghasilan 

lainnya.” 

Menurut Resmi (2009:267), “Pajak Penghasilan Pasal 21 

merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, 

tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan dama dan dalam bentuk 

apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan 

yang dilakukan oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.” 

Menurut Kesit (2008:5) “PPh pasal 21 adalah pajak atas 

penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran 

lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri 

sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.” 

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 11 menjelaskan 

Pajak Penghasilan (PPh) pada sebagai berikut, Undang-undang ini 

mengetur pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan 

dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun 

pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau 

memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang ini disebut Wajib 

Pajak. Wajib Pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau 
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diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak 

untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajak 

subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. 

Pajak Penghasilan (PPh) 21 adalah pajak atas penghasilan berupa 

gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama 

apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam 

negeri sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan. 

Pajak Penghasilan pasal 21 merupakan pajak yang terutang atas 

penghasilan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak untuk membayarnya. 

Penghasilan yang dimaksud adalah berupa gaji, upah, honorarium, 

tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan 

pekerjaan, jasa atau kegiatan yang dilakukan Wajib Pajak orang pribadi 

dalam negeri sebagaimana telah diatur dalam pasal 21 Undang-undang 

Nomor 36 Tahun 2008. Pajak Pengasilan pasal 21 ini terutang pada akhir 

bulan pembayaran pajak atau pada akhir bulan terutang penghasilan yang 

bersangkutan. 

1.1.Objek Pajak Penghasilan PPh Pasal 21 

Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan 21 berdasarkan 

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah : 

a) Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara teratur 

berupa gaji, upah, honorarium, pensiunan bulanan, premi 

bulanan, uang lembur, dan segala jenis tunjangan yang 

diterima dalam bentuk uang, premi asuransi yang dibayar 
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oleh pemberi kerja dan penghasilan lainnya dalam bentuk 

apapun. 

b) Penghasilan yang sifatnya tidak tetap dan diberikan sekali 

setahun misalnya jasa produksi, tantiem, tunjangan cuti, 

tunjangan tahunan, bonus, premi tahunan dan sebagainya. 

c) Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah 

borongan. 

1.2.Subjek Pajak PPh Pasal 21 

Yang dimaksud sebagai subjek pajak adalah Wajib Pajak yang 

telah memenuhi kewajiban pajak subjekifnya dan objektifnya sekaligus 

dengan demikian ia disebut Wajib Pajak (Mardiasmo, 2009) 

Yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan pasal 21 antara 

lain (Mardiasmo, 2009) : 

1. Pejabat perwakilan diplomatik, konsuler, dan pejabat lain dari 

Negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada 

mereka. Sebagai subjek pajak yang dikecualikan ini harus 

mempunyai sifat : 

- Bukan WNI 

- Tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan lain 

- Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan 

timbal balik. 

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana 

dimaksud dalam KMK Nomor 611/KMK.2004/1998 
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sebagaimana telah diubah terakhir dengan KMK Nomor 

314/KMK.2004/1998, Sepanjang : 

- Bukan WNI 

- Tidak menjalankan usaha untuk memperoleh 

penghasilan di Indonesia. 

1.3.Objek Pajak yang Dikecualikan 

Yang tidak tidak termasuk objek pajak penghasilan pasal 21 

berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 adalah : 

a) Pembayaran asuransi dari perusahaan asuransi 

kesehatan, kecelakaan, jiwa, dwiguna dan beasiswa. 

b) Iuran pensiunan yang dibayarkan kepada dana pensiun 

yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri 

Keuangan dan iuran jaminan hari tua kepada 

penyelenggara jamsostek yang dibayarkan oleh 

pemberi kerja. 

c) Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan 

lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh 

pemerintah. 

1.4.Hak dan Kewajiban Pemotongan PPh Pasal 21 

Hak dan kewajiban pemotongan pajak penghasilan pasal 21 

berdasarkan PMK Nomor 199/PMK.03/2007, antara lain : 
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a) Pemotong berhak mengajukan permohonan menunda 

waktu penyampaian SPT tahunan pajak penghasilan 

pasal 21. 

b) Pemotong berhak untuk memperhitungkan kelebihan 

setoran pada SPT tahunan pajak penghasilan pasal 21 

yang terhutang pada waktu dilakukan perhitungan 

kembali. 

c) Pemotong berhak membetulkan sendiri SPT dengan 

menyampaikan pernyataan tertulis kepada Kepala 

Kantor Pelayanan Pajak. 

d) Pemotong pajak wajib mendaftar ke Kantor Pelayanan 

Pajak setempat. 

e) Pemotong pajak mengambil sendiri formulir yang 

diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban 

perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak 

setempat. 

f) Pemotong pajak wajib memberikan bukti pemotongan 

pajak penghasilan pasal 21 pada saat dilakukannya 

pemotongan pajak. 

1.5.Hak dan Kewajiban Pajak 

Hak dan kewajiban Wajib Pajak penghasilan pasal 21 (Gustian, 2008) 

adalah : 
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a) Wajib pajak berhak mendapatkan pengurangan PTKP 

dan harus menyerahkan surat pernyataan kepada 

pemotong pajak. 

b) Kewajiban dalam nomor 1 juga harus dilaksanakan 

dalam hal ada perubahan jumlah tanggungan keluarga 

menurut keadaan pada permulaan tahun takwim. 

c) Jumlah PPh pasal 21 yang dipotong merupakan kredit 

pajak bagi Wajib Pajak yang dikenakan pemotongan 

untuk tahun pajak yang bersangkutan, kecuali PPh 

pasal 21 yang bersifat final. 

d) Wajib Pajak Berkewajiban untuk menyerahkan bukti 

PPh pasal 21. 

1.6.Tarif Pajak Penghasilan 

Berdasarkan ketentuan pasal 17 ayat (1) Undang-undang pajak 

penghasilan Nomor 36 Tahun 2008, besarnya tarif Pajak 

Penghasilan yang diterapkan atas PTKP bagi Wajib Pajak dalam 

negeri sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

Lapisan Penghasilan Kena Pajak Tarif 

0-50.000.000 5% 

>50.000.000-250.000.000 15% 

>250.000.000-500.000.000 25% 

>500.000.000 30% 
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Penyesuaian berdasarkan penghasilan tidak kena pajak peraturan 

Menteri Keuangan Nomor : 122/PMK.010/2015 mengenai tarif pajak 

(PTKP) adalah sebagai berikut : 

* TK/O = Rp. 36.000.000,- 

* K/0  = Rp. 39.000.000,- 

* K/1  = Rp. 42.000.000,- 

* K/2  = Rp. 45.000.000,- 

* K/3  = Rp. 48.000.000,- 

Penyesuian besarnya penghasilan tidak kena pajak Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor : PER-16/PJ/2016 mengenai tarif pajak 

(PTKP) adalah sebagai berikut : 

 * TK/0  = Rp. 54.000.000,- 

 * K/1  = Rp. 58.500.000,- 

 * K/2  = Rp. 63.000.000,- 

 * K/3  = Rp. 67.500.000 

Tarif pajak penghasilan untuk Pejabat Negaran PNS, dan anggota 

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Pensiunan janda atau duda 

dan/atau anak-anaknya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 

Tahun 1994 yang isinya sebagai berikut : 

a) Pejabat Negara atas gaji kehormatan dan tunjangan-tunjangan 

lain yang sifatnya tetap dan terkait dengan gaji kehormatan 

atau imbalan tetap sejenisnya. 
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b) Pegawai Negara Sipil dan Anggota Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia atas gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya 

bersifat tetap dan terkait dengan gaji. 

c) Pensiunan termasuk janda atau duda dan/atau anak-anaknya 

atas uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya 

tetap dan terkait dengan uang pensiun baik dalam mata uang 

rupiah maupun dalam mata uang asing yang diterima atau 

diperoleh sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau 

pensiunan yang dananya dibebankan kepada Keuangan 

Negara atau Keuangan Daerah. Jumlah PPh pasal 21 yang 

ditanggung pemerintah selaku pemberi kerja adalah sebesar 

Pajak Penghasilan yang tertuang atas penghasilan berupa gaji, 

uang pensiun, dan tunjuangan-tunjangan yang terkait dengan 

gaji dan uang pensiun tersebut yang akan dihitung dengan 

menerapkan tarif pasal 17. 

d) Pejabat Negara atau Pegawai Negeri Sipil atau anggota 

Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau pensiunan, 

disamping menerima penghasilan yang bersifat tetap seperti 

gaji kehormatan, haji dan tunjangan lainnya dan uang pensiun 

sebagaimana diuraikan diatas, menerima pula penghasilan 

yang sifatnya tidak tetap antara lain honorarium, dan imbalan 

lain dengan nama apapun dari dana yang dibebankan Kepada 

Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Oleh karena 

penghasilan-penghasilan yang sifatnya 
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tidak tetap seperti honorarium dan imbalan lain tersebut 

hanya diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, 

anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan 

pensiunan tertentu saja, maka atas penghasilan dimaksud 

dipotong Pajak Penghasilan pasal 21. Namun demikian 

penghasilan serupa yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil 

golongan II/d kebawah dan anggota Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia berpangkat Pembantu Letnan Satu ke 

bawah, Pajak Penghasilan Pasal 21 yang terutang tidak 

dipotong pajaknya oleh karena penghasilan berupa gaji 

ditambah dengan honorarium dan sejenisnya yang 

diterimanya dari Keuangan Negara atau Keuangan Daerah 

pada umumnya masih dibawah Penghasilan Tidak Kena Pajak 

(PTKP). Penghasilan tesebut yang diterima oleh Pejabat 

Negara, Pegawai Negeri Sipil, anggota Angkatan Bersenjata 

Republik Indonesia, dan Pensiunan dipotong Pajak 

Penghasilan Pasal 21 sebesar 15% (lima belas persen) dari 

penerimaan bruto, dan bersifat final. 

2. Pemotongan PPh Pasal 21 

2.1.Pengertian Pemotongan PPh Pasal 21 

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 pada pasal 21 ayat 

(1) sebagaimana telah disesuaikan dengan PER 31/PJ/2009, 

bahwa pemotongan pajak penghasilan pasal 21 terdiri dari : 

a) Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan. 
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b) Bendaharawan pemerintahan baik Pusat maupun Daerah. 

c) Dan pensiun atau badan lainnya seperti Jaminan Sosial 

Tenaga Kerja (Jamsostek), PT. Taspen, PT. ASABRI. 

d) Perusahaan dan bentuk usaha tetap (BUT). 

e) Yayasan, lembaga, kepanitia-an, asosiasi, perkumpulan, 

organisasi massa, organisasi politik dan organisasi lainnya 

serta organisasi internasional yang telah ditentukan 

berdasarkan keputusan Menteri Keuangan. 

f) Penyelenggara Kegiatan. 

2.2.Objek yang Menjadi Pemotongan PPh Pasal 21 

a) Pemberi kerja terdiri dari orang pribadi dan badan, termasuk 

bentuk usaha tetap, baik merupakan induk maupun cabang, 

perwakilan atau unit, yang membayar gaji, upah, honorarium, 

tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun, 

sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang 

dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. 

b) Bendaharawan pemerintah termasuk bendaharawan pada 

Pemerinrah Pusat, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga-

lembaga negara lain yang membayarkan gaji, upah, 

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama 

apa pun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan 

kegiatan. 

c) Dana pensiun, PT. Taspen, PT. Astek, badan penyelenggara 

Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek) lainnya, serta 
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badan-badan yang membayar uang pensiun, Tabungan Hari 

Tua atau Tunjangan Hari Tua(THT). 

d) Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang 

membayara honorarium atau pembayaran lain sebagai imblan 

sehubungan dengan kegiatan dan jasa, termasuk jasa tenaga 

ahli dengan status Wajib Pajak dalam negeri yang melakukan 

pekerjaan bebas. 

e) Yayasan (termasuk yayasan di bidang kesejahteraan, rumah 

sakit, pendidikan, keseniaan, olahraga, kebudayaan), 

lembaga, kepanitiaan, asosiasi, perkumpulan, dan organisasi 

dalam bentuk apa pun dalam segala bidang kegiatan sebagai 

pembayar gaji, upah, honorarium, atau imbalan dengan nama 

apa pun sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan 

kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. 

f) Perusahaan, badan termasuk bentuk usaha tetap, yang 

membayar honorarium atau imbalan lain kepada peserta 

pendidikan, pelatihan, dan pemagangan. 

2.3.Objek Pajak Dipotong PPh Pasal 21 

a) Pegawai tetap, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi 

kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah 

tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris 

dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terus ikut 

mengelola kegiatan perusahaan secara langsung. 
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b) Pegawai lepas, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi 

kerja yang hanya menerima imbalan apabila orang pribafi 

yang bersangkutan bekerja. 

c) Penerima pensiun, yaitu orang pribadi atau ahli warisnya yang 

menerima atau memperoleh imbalan untuk pekerjaanyang 

dilakukan dimasa lalu, termasuk yang menerima Tabungan 

Hari Tua atau Tunjangan Hari Tua. 

d) Penerima honorarium, yaitu orang pribadi yang menerima 

atau memperoleh imbalan sehubungan dengan jasa, jabatan, 

dan kegiatan yang dilakukannya. 

e) Penerima upah, yaitu orang pribadi yang menerima upah 

harianm upah mingguan, upah borongan, atau upah satuan. 

2.4.Kewajiban Pemotong Pajak 

Menurut Waluyo (2015) Pemotongan Pajak juga 

mempunyai kewajiban yang harus dilaksanakan yaitu : 

a) Setiap Pemotong Pajak wajib mendaftarkan diri ke Kantor 

Pelayanan Pajak atau kantor Penyuluhan Pajak setempat. 

b) Pemotong Pajak mengambil sendiri formuli-formulir yang 

diperlukan dalam rangka pemenuhan kewajiban 

perpajakannya pada Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor 

Panyuluhan Pajak setempat. 

c) Pemotong Pajak wajib menghitung, memotong, dan 

menyetorkan PPh Pasal 21 yang terutang untuk setiap akhir 

bulan takwim. Penyetoran pajak dilakukan dengan 
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menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) ke Kantor Pos atau 

Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Bank Badan 

Usaha Milik Daerah (BUMD), atau bank-bank lainnya yang 

ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Anggaran, selambat-

lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan takwim berikutnya. 

d) Pemotong Pajak wajib melaporkan penyetoran PPh pasal 21 

tersebut sekalipun nihil dengan menggunakan Surat 

Pemberitahuan (SPT) Masa ke Kantor Pelayanan Pajak atau 

Kantor Penyuluhan Pajak setempat, selambat-lambatnya pada 

tanggal 20 (dua puluh) bulan takwim berikutnya. 

e) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh 

pasal 21 baik diminta maupun tidak pada saat dilakukannya 

pemotongan pajak kepada orang pribadi bukan sebagai 

pegawai tetap, penerimaan uang tebusa pensiun, penerima 

Jaminan Hari Tua, penerima uang pesangon dan penerima 

dana pensiun. 

f) Pemotong Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh 

Pasal 21 Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk 

penerimaan pensiun bulanan, dengan menggunakan formulir 

yang ditentuakan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam waktu 2 

(dua) bulan setelah tahun pajak berakhir. Apabila pegawai 

tetap berhenti bekerja atau pensiun pada bagian tahun takwim, 

maka Bukti Pemotongan tersebut diberikan oleh pemberi 

kerja yang bersangkutan selambat-lambatnya satu 
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bulan setelah pegawai yang bersangkutan berhenti bekerja 

atau pensiun. 

g) Dalam waktu 2 (dua) bulan setelah tahun takwim berakhir, 

Pemotong Pajak berkewajiban menghitung kembali jumlah 

PPh Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap dan 

penerimaan pensiun bulanan menurut tarif Pasal 17 Undang-

undang Nomor. 36 Tahun 2008. Pemotong Pajak wajib 

mengisi, menandatangani, dan menyampaikan SPT Tahunan 

PPh Pasal 21 ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor 

Penyuluhan Pajak setempat Surat Pemberitahuan Tahunan 

PPh Pasal 21 harus disampaikan selambat-lambatnya tanggal 

31 Maret tahun takwim berikutnya. Dalam hal Pemotong 

Pajak adalah badan, SPT Tahunan PPh Pasal 21 ditanda 

tangani dan diisi oleh orang lain maka harus dilampiri Surat 

Kuasa Khusus. 

h) Pemotong Pajak wajib melampiri SPT Tahunan PPh Pasal 21 

dengan lampiran-lampiran yang ditentukan dalam Petunjuk 

Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 untuk tahun pajak yang 

bersangkutan. 

Berikut adalah contoh perhitungan dan pemotongan PPh Pasal 21 

: 
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Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 : 

 (vi) Penghasilan Tidak Kena Pajak  
54.000.000,00 

   
       

   

 

(PTKP) 
 

       
         

        (54.000.000,00) 
          

 Penghasilan Kena Pajak Setahun   35.409.360,00  
        

 (vii) Pembulatan ke bawah   35.409.000,00  
         

 PPh Terutang (lihat Tarif PPh Pasal 21)       
        

 5% x 50.000.000,00   1.770.450,00  
        

        

 PPh Pasal 21 Bulan Juli = 1.770.450,00    
147.538,00 

 
 : 12       
          

           
        

        

 

 Gaji Pokok    6.000.000,00 
            

 (i) Tunjangan Lainnya (jika ada)   2.000.000,00 
            

 (ii) JKK 0.24%   14.400,00   
           

 JK 0.3%   18.000,00   
            

 Penghasilan bruto (kotor)   8.032.400,00 
            

 Pengurangan        
           

 1.(iii) Biaya Jabatan: 5% x 8.032.400,00  
401.620,00 

    
      

 

   

 
= 401.620,00 

    
        
           

 2. Iuran JHT (Jaminan Hari Tua), 2% dari  120.000,00     

 gaji pokok        

 3. (iv) JP (Jaminan Pensiun), 1% dari gaji  60.000,00   
   

     
 

pokok, jika ada 
 

      

       

       (581.620,00)  
        

 Penghasilan neto (bersih) sebulan   7.450.780,00 
          

         

 (v) Penghasilan neto setahun 12 x    
89.409.360,00       

 

 
7.450.780,00 
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3. Akuntansi Pajak 

3.1.Pencatatan Akuntansi Pajak 

Akuntansi Perpajakan ialah akuntansi yang diterapkan dengan 

memakai tujusn untuk dapat menetapkan besarnya jumlah pajak 

yang terutang. Maka fungsi Akuntansi Perpajakan merupakan 

sebagai pengolah data secara kuantitatif yang dipergunakan untuk 

menyajikan sebuah laporan keuangan dengan memuat jumlah 

perhitungan perpajakan (Waluyo, 2015) 

Pembukuan perpajakan tetap menggunakan akuntansi yang 

dirumuskan oleh IAI, hanya dengan menghilangkan prinsip-

prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan 

dan menggantinya dengan metode yang sesuai dengan peraturan 

perpajakan. Perbedaan-perbedaan tersebut dihilangkan dalam 

sebuah proses rekonsiliasi antara laporan keuangan komersial 

dengan ketentuan perpajakan (IAI, 2012). 

Berdasarkan ketentuan pasal 28 Undang-undang KUP beserta 

penjelasannya, pembukuan dalam perpajakan harus mematuhi 

ketentuan-ketentuan sebagai berikut : 

a) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha 

atau pekerjaan bebas dan Wajib pajak badan wajib 

menyelenggarakan pembukuan. 

Dikecualikan dari kewajiban menyelenggarakan pembukuan 

tetapi wajib melakukan pencatatan adalah : 
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a) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha 

atau pekerjaan bebas menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan diperbolehkan 

menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma 

penghasilan neto. Pencatatan meliputi peredaran bruto dan 

penerimaan penghasilan lainnya. 

b) Wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan 

usaha atau pekerjaan bebas. Pencatatannya hanya 

mengenai penghasilan bruto, pengurangan, dan 

penghasilan neto, yang merupakan objek pajak. 

1. Jurnal akuntansi pajak 

Pada pembahasan sebelumnya diatas dapat dilihat bahwa 

perusahaan melakukan perhitungan dan pencatatan atas pph 

pasal 21 maka jurnal akuntansi pajak yang dilakukan sebagai 

berikut: 

Beban gaji  7.450.780 

 Kas/Bank         7.303.242 

 Utang PPh 21   147.538  

3.2.Prinsip Akuntansi Pajak 

Nicho (2015: 49) adapun prinsip akuntansi pajak adalah sebagai 

berikut : 

a) Kesatuan Entitas Akuntansi 
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Suatu Entitas ekonomi/perusahaan adalah satu kesatuan 

ekonomi dan terpisah dengan pihak yang berkepentingan 

dengan sumber daya entitas/perusahaan. 

b) Prinsip Keseimbangan 

Prinsip ini berasumsi suatu perusahaan tidak akan 

dibubarkan, akan melanjutkan/meneruskan kegiatan 

ekonominya secara terus menerus tidak berhenti. 

c) Konsisten 

Dalam prinsip ini, metode pembukuan akuntansi yang 

digunakan oleh entitas tidak boleh diubah dalam rentang 

waktu yang singkat, jikapun terjadi perubahan metode, 

harus disertai juga alasan-alasannya, misalnya dalam 

penentuan metode penyusutan, penentuan tahun buku, 

dalam mengakui nilai valuta, metode perhitungan 

persediaan barang dan lain-lain. 

Tabel II.I  

Daftar Penelitian Terdahulu 

No. Nama Judul Hasil 

1. Angelia Friska 

Makabimbang 

(2012)  

Analisis Perhitungan, 

Pembayaran dan 

Pelaporan PPh Pasal 21 

Pada Dinas Pendidikan 

Kecamatan Tuminting 

Hasil Penelitian dapat 

disampaikan bahwa 

proses perhitungan, 

pembayaran, dan 

pelaporan telah sesuai 

dengan Undang-Undang 

yang berlaku. 
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2. Haryanti (2012) Mekanisme 

Perhitungan dan 

Pelaporan PPh Pasal 21 

Pada Kantor UPT 

Dispenda Tingkat I 

Provinsi Jawa Timur 

Perhitungan PPh Pasal 21 

dilakukan menggunakan 

metode gross up, selain 

itu berdasarkan data data 

yang diperoleh dari 

kantor UPT Dispenda 

Tingkat I Provinsi Jawa 

Timur, dalam memenuhi 

perpajakannya kantor 

tersebut belum 

mengelompokkan biaya 

apa saja yang tergolong 

pengurangan atau 

penambah dalam 

penghasilan 

3. Santi Endriani 

(2015) 

Analisis Perhitungan 

Pajak Penghasilan 

(PPh) Pasal 21 

Terhadap Pegawai 

Tetap di Lingkungan 

Universitas 

Muhammadiyah 

Palangkaraya Tahun 

2014 

Penetapan perhitungan, 

pemotongan Pajak 

Penghasilan Pasal 21 

telah sesuai dengan No. 

36 Tahun 2008 dan 

prosedur yang diatur 

dalam pertauran 

perpajakan yang berlaku 

di Indonesia. 

4 Meiliza Daluguhu 

(2015) 

Analisis Perhitungan 

dan Pemotongan PPh 

Pasal 21 Pada 

Karyawan PT. Bpr 

Primaesa Sejahtera 

Manado 

Hasil dari perhitungan 

dan pemotongan PPh 

pasal 21 yang telah 

diterapkan oleh 

perusahaan BPR 

Primaesa Sejahtera 

Manado sudah sesuai  
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dengan Undang-undang 

No. 36 Tahun 2008 

tentang pajak 

penghasilan 

 

B. Kerangka Berfikir 

Gaji merupakan salah satu objek pajak yang mesti di potong dari 

penghasilannya. Karena pajak merupakan iuran wajib, maka wajib pajak 

tersebut harus membayar pajak dari penghasilan yang diterimanya, 

karena pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di Indonesia 

yang berpengaruh kepada pembangunan Nasional. 

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan 

berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan 

nma aapapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi 

dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan/jabatan, jasa, dan kegiatan. 

Penghitungan PPh Pasal 21 terbaru disesuaikan dengan tarif 

PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang ditetapkan DJP. Saat ini, 

meskipun Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor: PER-16/PJ/2016 mengenai PTKP. 

Dalam pasal 14 ayat 2 dan 3 Undang-undang PPh WP Orang 

Pribadi wajib menyelenggarakan pencatatan sepanjang peredaran atau 

penerimaan brutonya dalam satu tahun. 

Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan, termasuk 

bentuk usaha tetap, yang mempunyai kewajiban untuk melakukan 

pemotongan pajak atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, 
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Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 

21 Undang-undang Pajak Penghasilan 

Demikian juga dengan PT. Indojaya Agrinusa, banyaknya 

karyawan yang berpenghasilan dari gaji yang merupakan objek pajak. 

Objek pajak tersebut merupakan ketentuan Pasal 21 Undang-undang 

pajak penghasilan mengatur tentang pembayaran pajak dalam tahun 

berjalan melalui pemotongan pajak atas penghasilan yang diterima atau 

diperoleh dari wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan 

dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan, maka penghasilan tersebut 

merupakan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21). 

Maka akuntansi pajak yang diterapkan untuk mengkalkulasi dan 

menganalisa kejadian-kejadian dalam penerapan perhitungan, 

pemotongan, dan pencatatan gaji karyawan untuk selanjutnya membuat 

strategi perpajakan yang sesuai dengan peraturan dan prinsip perpajakan. 

Berdasarkan uraian diatas maka kerangka berfikir dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar II.I 

Kerangka Berfikir 

Gaji Karyawan 

PPh Pasal 21 

Perhitungan Pemotongan Pencatatan 

PPh Pasal 21 Menurut UU 

Perpajakan Tahun 2016 

Akuntansi 

Pajak 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian deskrptif. 

Penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklasifikasikan, 

menganalisa serta menginterpretasikan data yang berhubungan dengan 

masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis (data 

primer) dengan keadaan yang sebenarnya pada perusahaan untuk 

mengambil keputusan. 

B. Definisi Operasional 

Definisi Operasional adalah definisi yang di berikan bagi variabel 

dengan cara memberikan arti sehingga dapat memberikan gambaran tentang 

bagaimana variabel tersebut dapat di ukur. 

Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a) Perhitungan PPh Pasal 21 

Perhitungan PPh Pasal 21 terbaru dengan tarif PTKP 

(Penghasilan Tidak Kena Pajak) yang ditetapkan DJP. Saat ini, 

meski pun Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor : PER-16/PJ2016 mengenai PTKP. 

b) Pemotongan PPh Pasal 21 

Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan, termasuk 

bentuk usaha tetap, mempunyai kewajiban untuk melakukan 
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pemotongan pajak atas Penghasilan sehubungan dengan 

Pekerjaan, Jasa, Kegiatan Orang Pribadi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan. Pemotong 

Pajak wajib memberikan Bukti Pemotongan PPh Pasal 21 

Tahunan kepada pegawai tetap, termasuk penerimaan pensiun 

bulanan, dengan menggunakan formulir. 

c) Pencatatan PPh Pasal 21 

Pembukuan perpajakan tetap menggunakan akuntansi yang 

dirumuskan oleh IAI, hanya dengan menghilangkan prinsip-

prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan 

perpajakan. 

d) Ketentuan Umum Perusahan Dalam PPh Pasal 21 

Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, 

tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam 

bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, 

dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi. 

e) Kisi-kisi Wawancara 

Variabel No. 

Butir 

Keterangan 

A 1 Tata Cara Pedoman dalam menghitung PPh Pasal 21 

2 Langkah-langkah perusahaan dalam menghitungan PPh 

Pasal 21 atas gaji karyawan 
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B 3 Metode yang digunakan perusahaan dalam pemotongan 

PPh Pasal 21 

4 Kendala yang terjadi dalam perhitungan, pemotongan, 

dan pencatatan PPh paal 21 atas gaji karyawan 

C 5 Kendala yang terjadi dalam pencatatan PPh Pasal 21 

atas gaji karyawan 

6 Metode yang digunakan perusahaan dalam pencatatan 

PPh Pasal 21 atas gaji karyawan 

D 7 Pengetahuan umum perusahaan tentang PPh Pasal 21 

8 Kendala dan solusi yang terjadi dalam perhitungan, 

pemotongan, dan pencatatan PPh pasal 21 atas gaji 

karyawan 

 

C. Tempat dan Waktu Penelitian 

a) Tempat 

Penelitian ini dilakukan di PT. Indojaya Agrinusa yang beralamat Jl. 

Medan Tanjung Morawa, KM. 12,8 Kel. Bangun Sari, Kec. Tanjung 

Morawa, Ujung Serdang, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara 20362. 
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b) Waktu Peneletian 

Tabel III.I  

Waktu Penelitian 

JADWAL KEGIATAN 

BULAN PELAKSANAAN 

Juli Agustus September Oktober 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan judul                                 

2 Pembuatan Proposal                                 

3 Bimbingan Proposal                                 

4 Seminar Proposal                                 

5 Pengumpulan Data                                 

6 Bimbingan Skripsi                                 

7 Sidang Meja Hijau                                 

 

D. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan dua sumber dan jenis data yaitu sebagai berikut: 

a. Data primer  yang merupakan data yang diperoleh langsung dari 

objek penelitian, adapun jenis data pada penelitian ini adalah 

jawaban dari hasil wawancara terhadap narasumber. 

b. Data sekunder yang merupakan data yang telah diolah lebih lanjut 

dan disajikan oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak 

lain, adapun jenis data pada penelitian ini adalah data laporan atas 

pph pasal 21 pada perusahan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 
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1. Pengamatan Langsung (Observasi), yaitu teknik pengumpulan data 

secara langsung ke perusahaan untuk memperoleh gambaran objek 

yang diteliti. 

2. Dokumentasi, pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan 

dengan studi dokumentasi yaitu dengan mempelajari, 

mengklasifikasikan, dan menganalisis data sekunder berupa catatan 

– catatan, laporan keuangan, maupun informasi lainnya yang terkait 

dengan lingkup penelitian ini. 

3. Wawancara, peneliti melakukan wawancara kepada pihak 

perusahaan yang melakukan perhitungan, pemotongan dan 

pencatatan untuk mengkonfirmasi bagaimana hal tersebut 

dilakukan. 

F. Teknik Analisis Data 

Data penelitian dianalisis dan diuji dengan Analisis Deskriptif. Data yang 

dikumpulkan dari PT. Indojaya Agrinusa. Data penelitian dianalisis dengan 

pendekatan deskriptif. Berikut tahapan analisis penelitian ini : 

1. Mengumpulkan data gaji karyawan tahun 2018 terutama atas 

gaji karyawan dan menghitung jumlah gaji karyawan dari upah 

lembur, tunjangan hadir, tunjangan makan, tunjangan transport, 

dan tunjangan jabatan. 

2. Melakukan data perhitungan, pemotongan, pencatatan PPh pasal 

21 atas gaji karyawan dengan cara membandingkan hasil 
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perhitungan yang dilakukan perusahaan dengan Undang-undang 

Nomor 28 Tahun 2007. 

3. Membuat daftar pertanyaan wawancara dan melakukan 

wawancara atau teknik perhitungan, pemotongan dan pencatatan 

perusahaan yang telah dilakukan. 

4. Menganalisis permasalahan yang terjadi pada perhitungan, 

pemotongan, pelaporan PPh pasal 21 atas gaji karyawan yang 

dilakukan dengan perusahaan dengan Undang-undang Nomor 

28 Tahun 2007. 

5. Menyimpulkan penelitian. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Analisis Data 

1. Deskripsi Objek 

PT. Indojaya Agrinusa merupakan industri yang memproduksi pakan 

ternak, seperti pakan ayam, pakan puyuh dan pakan ikan. PT. Indojaya 

Agrinusa berdiri pada tanggal 26 Oktober 1995 dan merupakan join venture 

dengan PT. Japfa Comfeed Indonesia. Pada bulan Desember PT. Indojaya 

Agrinusa mendapatkan surat akte lainnya berupa Surat Penanaman Modal 

Dalam Negeri SK BKPM No.671/I/PMDN/5 Desember 1995 kemudian pada 

bulan yang sama perusahaan mendapatkan Izin Lokasi No.640/65/IL/XII/95 

Tanggal 12 Desember 1995. PT. Indojaya Agrinusa berdiri berdasrkan Surat 

Akte Notaris Nomor 131 oleh Notaris Ishara Wisnurwardani, SH dengan luas 

bangunan 25.807 m2 pada tanah seluas 8 Ha. Surat Akte ini tercatat dalam 

Tambahan Berita Negara RI Tanggal 5 Maret 1996 Nomor 19. Pada tahun 

1997, PT. Indojaya Agrinusa mendapat Izin Bangunan No.503.647/3498/BG 

Tanggal 21 Desember 1997, diikuti dengan adanya Izin Usaha Tetap dan Izin 

Gudang pada tahun 1999.   

PT. Indojaya Agrinusa mendapat Izin Usaha Industri dan Tanda Daftar 

Perusahaan pada tahun 2002, sedangkan pada tahun 2003 perusahaan 

mendapat izin Gangguan/HO No. 207/I/PENDA/V/2003 Tanggal 01 Mei 

2003. PT. Indojaya Agrinusa beroperasi dengan kapasitas produksi 1.200 

ton/hari dan dimulai secara komersial pada tanggal 9 Januari 1997. Sebagai 
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cabang dari PT. Japfa Comfeed Indonesia yang berpusat di Jakarta. 

Perkembangan PT. Indojaya Agrinusa ditandai dengan adanya penambahan 

kapital seperti penambahan mesin dan peralatan, perluasan tanah, penambahan 

fasilitas-fasilitas pendukung dan kendaraan. PT. Indojaya Agrinusa juga telah 

mendapatkan ISO 9001:2008. 

2. Deskripsi Data 

Data penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data penghitungan gaji 

karyawan tetap tahun 2018 di PT. Indojaya Agrinusa. Perusahaan telah 

menerapkan kebijakan menanggung pajak penghasilan karyawan dengan 

cara memberikan tunjangan pajak penghasilan kepada karyawan. Namun, 

karena perusahaan dalam memberikan tunjangan pajak kepada karyawan 

hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh karyawan tiap bulannya, 

maka perusahaan masih perlu membayar pajak penghasilan (PPh) pasal 21 

karyawan yang masih lebih bayar akibat penghasilan karyawan yang 

dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. Sehingga pada akhir 

tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah lebih bayar atau 

kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya. 

a) Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Di bawah ini perhitungan yang diterapkan PT. Indojaya 

Agrinusa. Perhitungan Pegawai tetap yang penghasilan Netto-nya 

melebihi PTKP, Besarnya pajak yang dikenakan dalam satu tahun adalah 

: (Perhitungan terlampir) 
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Tabel III.I 

 
Data Perhitungan PPh 21 Atas Gaji Karyawan Tahun 2018 Pada 

PT. Indojaya Agrinusa 

No Ket 
PPh 21 Disetor kantor PPh 21 Menurut UU Pajak Selisih 

Gaji 
Bruto 

PTKP PPh Gaji Bruto PTKP PPh PPh 

1 Pg. A 48.640.000 30.375.000 791.650 48.640.000 67.500.000 NIHIL 791.650 

2 Pg. B 74.040.000 24.300.000 2.301.900 74.040.000 54.000.000 816.900 1.485.000 

3 Pg. C 47.027.000 26.325.000 917.533 47.027.000 58.500.000 NIHIL 917.533 

4 Pg. D 42.175.000 26.325.000 687.063 42.175.000 58.500.000 NIHIL 687.063 

5 Pg. E 32.568.000 28.350.000 129.480 32.568.000 63.000.000 NIHIL 129.480 

6 Pg. F 69.788.000 32.400.000 1.694.930 69.788.000 72.000.000 NIHIL 1.694.930 

7 Pg. G 70.194.000 30.375.000 1.815.465 70.194.000 67.500.000 NIHIL 1.815.465 

8 Pg. H 49.642.000 28.350.000 940.495 49.642.000 63.000.000 NIHIL 940.495 

9 Pg. J 32.542.000 26.325.000 229.495 32.542.000 58.500.000 NIHIL 229.495 

10 Pg. K 28.692.000 26.325.000 46.620 28.692.000 58.500.000 NIHIL 46.620 

11 Pg. L 41.812.000 28.350.000 568.570 41.812.000 63.000.000 NIHIL 568.570 

12 Pg. M 36.455.000 26.325.000 415.363 36.455.000 58.500.000 NIHIL 415.363 

13 Pg. N 48.775.000 30.375.000 798.063 48.775.000 67.500.000 NIHIL 798.063 

14 Pg. O 35.301.000 30.375.000 158.048 35.301.000 67.500.000 NIHIL 158.048 

15 Pg. P 33.388.000 30.375.000 67.180 33.388.000 67.500.000 NIHIL 67.180 

16 Pg. Q 33.181.000 30.375.000 57.348 33.181.000 67.500.000 NIHIL 57.348 

17 Pg. R 46.968.000 30.375.000 712.230 46.968.000 67.500.000 NIHIL 712.230 

18 Pg. S 38.768.000 26.325.000 525.230 38.768.000 58.500.000 NIHIL 525.230 

19 Pg. T 54.142.000 26.325.000 1.255.495 54.142.000 58.500.000 NIHIL 1.255.495 

20 Pg. U 31.363.000 28.350.000 72.243 31.363.000 63.000.000 NIHIL 72.243 

 

Berdasarkan data diatas dilihat bahwa terdapat dua puluh 

pegawai dengan delapan belas pegawai yang memiliki npwp dan dua 

orang pegawai tidak memiliki npwp. Pada perhitungan atas gaji bruto 

yang terdapat didalamnya berbagai macam tunjangan seperti yang telah 

dijelaskan pada data sebelumnya yang diberikan perusahaan dan menjadi 

penambah atas gaji bruto. Namun pada masa tahun pajak 2018 dapat 

dilihat bahwa perusahaan masih menerapkan PTKP lama yaitu PTKP 

tahun 2013. Dengan menggunakan PTKP lama tersebut maka terdapat 

PPh pasal 21 yang dipotong atas gaji karyawan. Apabila dibandingkan 

dengan perhitungan yang seharusnya menurut undang-undang 
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perpajakan dapat dilihat bahwa dengan menggunakan PTKP terbaru 

maka seharusnya tidak terdapat PPh Pasal 21 yang dipotong atas gaji 

karyawan atau disebut juga nihil dan hanya satu pegawai yang terdapat 

PPh pasal 21 atas gaji sebesar Rp 816.900. 

Dari data mengenai perhitungan PPh 21 yang dilakukan 

perusahaan terlihat bahwa perusahaan masih menggunakan tarif PTKP 

yang lama dalam menghitung penghasilan kena pajak karyawan hal ini 

sangat bertentangan dengan peraturan Menteri Keuangan yang baru 

tahun 2016. Selain itu perusahaan juga ternyata tidak mengenakan denda 

kepada karyawan tetap yang tidak memiliki NPWP hal ini dapat dilihat 

dari data tersebut diatas dengan begitu jumlah PPh 21 yang disetorkan 

mengalami lebih bayar yang menyebabkan kerugian pada perusahaan 

karena menggunakan PTKP lama. 

b) Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 

Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak perusahaan PT PT. 

Indojaya Agrinusa menerapkan sistem pemotongan pajak yang untuk 

Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan Withholding system. 

Withholding system adalah suatu sistem pemotongan pajak dimana 

wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang berada 

pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu 

sendiri. Pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 

adalah pihak PT. Indojaya Agrinusa, selaku pemberi kerja. Dimana 

besarnya potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang 

diterima dari setiap karyawan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 

dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan 

pegawai pada PT. Indojaya Agrinusa. 
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c)  Pencatatan Pajak Penghasilan 21 

Berdasarkan hasil wawancara kepada perusahaan bahwa pada 

pencatatan pajak penghasilan pasal 21 perusahaan melakukan pembukuan 

perpajakan menggunakan akuntansai yang dirumuskan oleh IAI namun 

dengan menghilangkan prinsip-prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan 

peraturan perpajakan dan menggantinya dengan metode yang sesuai 

dengan peraturan perpajakan melalui sebuah proses rekonsiliasi antara 

laporan keuangan komersial dengan laporan keuangan fiskal. Namun 

dilihat dari data tabel diatas terdapat selisih pada PPh Pasal 21 menurut 

perusahaan dan PPh Pasal 21 menurut perpajakan. Atas selisih tersebut 

terlihat bahwa perusahaan mengalami lebih bayar maka lebih bayar 

tersebut harus dilakukan rekonsiliasi fiskal dan pembetulan atas 

pemotongan PPh Pasal 21 tersebut. 

B. Pembahasan 

1. Perhitungan, Pemotongan, dan Pencatatan PPh Pasal 21 di PT. 

Indojaya Agrinusa 

Dari hasil analisis data diatas maka dapat dilihat bahwa penghitungan 

PPh pasal 21 di PT. Indojaya Agrinusa pada tarif PTKP yang digunakan oleh 

perusahaan pada tahun 2018 tarif PTKP yang dipakai perusahan adalah tarif 

PTKP tahun 2013 selain itu perusahaan tidak menggunakan tarif lebih tinggi 

kepada karyawan yang tidak memiliki NPWP. Pada PT. Indojaya Agrinusa 

memberikan tunjangan kepada karyawan berupa tunjangan hadir, tunjangan 

makan, tunjangan transport dan tunjangan jabatan. Namun karena perusahaan 

masih menggunakan tarif PTKP tahun 2013 maka perusahaan mengalami 
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lebih bayar hal ini disebakan dari salahnya perhitungan yang berdampak pada 

pemotongan dan pelaporan PPh pasal 21 perusahaan. Apabilah sudah terjadi 

kesalahan perhitungan, pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan maka 

dapat merugikan Wajib Pajak itu sendiri yaitu perusahaan selaku pemotong 

pajak. 

Perusahaan masih menggunakan tarif PTKP tahun 2013 dengan dasar 

tarif yang ditetapkan didalam PMK Nomor 162/PMK.011/2012 yang berlaku 

per tanggal 1 Januari 2013 sampai 1 Januari 2015 seiring dikeluarkannya PMK 

Nomor 122/PMK.010/2015 yang mengatur perubahan tarif PTKP. Lalu terjadi 

kembali perubahan tarif PTKP pada tahun 2016 berdasarkan PMK Nomor 

101/PMK.010/2016 yang tercantum pada peraturan ini merupakan tarif yang 

masih berlaku sampai sekarang. Penetapan tarif PTKP yang digunakan 

perusahaan seharusnya 2018 didasarkan pada PMK No. 101/PMK.010/2016 

yang dikeluarkan oleh menteri keuangan. Sementara cara perhitungannya 

diuraikan secara detail melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-

16/PJ/2016. Dalam perhitungan PPh pasal 21 yang terutang perusahaan tidak 

memasukkan tunjangan pajak yang dapat diperhitungkan dalam perhitungan 

pajak penghasilan perusahaan, sehingga perusahaan tidak dapat menghemat 

pembayaran pajak penghasilan badan yang terutang. Tidak diberinya 

tunjangan pajak oleh perusahaan, dari pihak karyawan maka tidak 

menguntungkan dalam membayar pajak penghasilan. 

Kurangnya pemahaman pemotong pajak terhadap sistem peraturan 

yang berlaku, dapat menimbulkan kesalahan dalam penghitungan, pelaporan 

dan penyetoran PPh 21. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi 
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perusahaan, karyawan dan terutama bagi pemerintah karena dapat 

menyebabkan hilangnya potensi pajak pemerintah. Sangatlah penting untuk 

meninjau sampai sejauh mana pelakasanaan kewajiban serta hak pemotong 

pajak yang berupa menghitung pajak, memotong pajak, memungut pajak atau 

membayar pajak, lalu menyetor pajak dan melaporkan pajak serta 

mempertanggung jawabkannya telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan perpajakan yang berlaku.  

Masalah-masalah dan kesalahan yang terjadi pada saat perhitungan 

PPh Pasal 21 pegawai pada dasarnya disebabkan karena ketidaktelitian dan 

kurangnya pengetahuan bagian perpajakan dalam melakukan perhitungan PPh 

Pasal 21 pegawai. Hendaknya kekurangan tersebut dijadikan bahan 

introspeksi bagi perusahaan agar senantiasa mengikuti perkembangan 

peraturan-peraturan terbaru perpajakan, meningkatkan ketelitian dan 

kecermatan dalam melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dan menambah 

pengetahuan perpajakannya. Dengan begitu, sistem perpajakan perusahaan 

akan semakin membaik dan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan, 

penyetoran serta pelaporan PPh Pasal 21 dapat dihindari. 

Dari data diatas dapat dilihat bahwa terjadinya PPh Pasal 21 yang lebih 

bayar pada setiap karyawan tetap PT. Indojaya Agrinusa yang disebabkan 

karena pemotongan PPh Pasal 21 tidak sesuai dengan undang-undang 

perpajakan dimana menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 

Penghasilan pegawai tetap atau pensiunan yang dipotong pajak untuk setiap 

bulan adalah jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan 

atau biaya pensiun yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Menteri 
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Keuangan, iuran pensiun, dan Penghasilan Tidak Kena Pajak, apabila terjadi 

kesalahan dalam pengakuan status PTKP tersebut atau terjadi kesalahan 

perhitungan dalam pemotongan pajak dari penghasilan, dapat merugikan 

Wajib Pajak itu sendiri maupun instansi atau yayasan selaku pemotong pajak 

dalam perhitungan pajaknya. 

Sistem Pemotongan Pajak yang diterapkan oleh PT PT. Indojaya 

Agrinusa untuk Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan menggunakan 

Withholding system. Withholding system adalah suatu sistem pemotongan 

pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang seseorang 

berada pada pihak ketiga dan bukan oleh fiskus maupun oleh Wajib Pajak itu 

sendiri. 

Pihak yang melakukan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah 

pihak PT. Indojaya Agrinusa, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya 

potongan tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang diterima dari 

setiap karyawan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 dilakukan setiap 

bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai. pada PT. Indojaya 

Agrinusa. 

Perusahaan telah menerapkan kebijakan menanggung pajak 

penghasilan karyawan dengan cara memberikan tunjangan pajak penghasilan 

kepada karyawan. Namun, karena perusahaan dalam memberikan tunjangan 

pajak kepada karyawan hanya berdasarkan penghasilan yang diterima oleh 

karyawan tiap bulannya, maka perusahaan masih perlu membayar pajak 

penghasilan (PPh) pasal 21 karyawan yang masih lebih bayar akibat 

penghasilan karyawan yang dihitung setahun dan dikalikan tarif pajak berlaku. 
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Sehingga pada akhir tahun, perusahaan harus melakukan pembetulan, apakah 

lebih bayar atau kurang bayar dan dibayar di tahun berikutnya. Sehingga 

dalam pelaporan PPh Pasal 21 ke kantor pajak perusahan selalu terlambat dari 

tanggal menurut UU No. 36 Tahun 2008 dimana Penyetoran pajak penghasilan 

pasal 21 wajib pajak orang pribadi dilaksanakan sebelum tanggal 10 masa 

pajak berikutnya dengan membayar pajak terutang atas gaji/ penghasilan yang 

diperoleh dari perusahaan. 

Pada saat penggunaan e-SPT ada beberapa karyawan PT. Indojaya 

Agrinusa tidak memiliki NPWP oleh karena itu perusahaan tidak dapat 

menggunakan e-SPT sebagai kebijakan baru dalam pelaporan PPh Pasal 21. 

Hal tesebut dikarenakan perusahaan belum mengetahui tentang kebijakan baru 

dari kantor perpajakan tentang pengisian SPT dengan menggunakan e-SPT. 

Dalam proses pelaporan yang dilakukan perusahaan masih mengalami 

kesalahan, ini dikarenakan proses awal perhitungan sudah mengalami 

kesalahan. Sehingga perusahaan berkewajiban untuk mengadakan pembetulan 

pelaporan SPT dan mengembalikan uang kelebihan pembayaran PPh Pasal 21 

kepada karyawannya. 

Pencatatan akuntansi pajak dilakukan oleh perusahaan menggunakan 

akuntansi yang dirumuskan oleh IAI, hanya dengan menghilangkan prinsip-

prinsip akuntansi yang tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan 

menggantinya dengan metode yang sesuai dengan peraturan perpajakan. 

Perbedaan-perbedaan tersebut dihilangkan dalam sebuah proses rekonsiliasi 

antara laporan keuangan komersial dengan ketentuan perpajakan (IAI:2012). 

Apabila perhitungan dan pemotongan dalam PPh pasal 21 perusahaan sudah 
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tejadi kesalahan maka pada pencatatan pun akan terjadi kesalahan yang 

menyebabkan nominal PPh Pasal 21 yang dicatat perusahaan sebagai utang 

pajak tidak sesuai dengan nominal pada perhitungan PPh Pasal 21 sesuai 

ketentuan UU Perpajakan yang berlaku. 

2. Faktor-Faktor yang Menyebabkan Perhitungan, Pemotongan, dan 

Pencatatan PPh Pasal 21 di PT. Indojaya Agrinusa Tidak Sesuai 

dengan Undang-Undang Perpajakan 

Menurut hasil penelitian terdapat faktor-faktor yang menyebabkan 

terjadinya perbedaan perhitungan adalah sebagai berikut: 

a. Perhitungan PPh Pasal 21 yang dilakukan oleh perusahaan tidak 

menggunakan PTKP terbaru yang berlaku pada tahun 2018 namun 

masih menggunakan PTKP lama pada tahun 2013 hal ini menyebabkan 

penghasilan neto yang dikurangi dengan PTKP menjadi tidak benar 

karena salahnya PTKP tersebut. Ketentuan PTKP ini telah diatur 

didalam Undang-undang perpajakan melalui Peraturan Direktur 

Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016. yang seharusnya menjadi acuan 

perusahaan dalam melakukan perhitungan mengenai PPh Pasal 21 

tersebut. 

b. Pemotongan dan pencatatan atas gaji karyawan yang dilakukan oleh 

perusahaan melakukan pemotongan dan pencatatan pajak dimana 

karyawan yang menanggung pajak penghasilan. Pajak penghasilan 

akan dipotong 5% dari penghasilan Netto karyawan yang memiliki 

NPWP dan 6% kepada karyawan yang tidak memiliki NPWP untuk 

pengkalian lapisan pajak pertama. Berdasarkan data pelaksanaan 
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pemotongan pajak penghasilan atas gaji karyawan tetap (Direksi) yang 

dilakukan bendahara perusahaan belum sesuai dengan Undang-undang 

Perpajakan sehingga menyebabkan lebih bayar Pajak PPh pasal 21 

pada direksi di Perusahaan Daerah (PD) Pembangunan Kota Medan. 

c. Terjadinya kesalahan pada perhitungan, pemotongan dan pencatatan 

pada perusahaan hal utama disebabkan karena kurangnya pemahaman 

perusahaan dalam perhitungan PPh Pasal 21. Perusahaan tidak 

mengikuti perkembangan mengenai ketentuan Undang-undang 

perpajakan yang terbaru serta kurang memahami tentang tata cara 

perhitungan PPh Pasal 21 yang benar sesuai dengan Undang-undang 

perpajakan.  

Berdasarkan teori yang ada menurut Zulia (2012:89) bahwa pegawai 

tetap, penerima pensiun bulanan, pegawai tidak tetap, pemagang dan calon 

pegawai serta distributor MLM/direct selling dan kegiatan sejenis, dikenakan 

tarif Pasal 17 Undang-undang PPh dikalikan dengan Penghasilan Kena Pajak 

(PKP). Menurut peraturan pajak penetapan tarif PTKP yang digunakan 

perusahaan seharusnya 2018 didasarkan pada PMK No. 101/PMK.010/2016 

yang dikeluarkan oleh menteri keuangan. Sementara cara perhitungannya 

diuraikan secara detail melalui Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-

16/PJ/2016.  

Menurut Syafrida, Hani (2013:60) Pajak Penghasilan merupakan salah 

satu pajak langsung yang dapat dipungut pemerintah pusat atau pajak negara. 

Sebagai pajak langsung maka beban pajak tersebut menjadi tanggungan Wajib 

Pajak yang bersangkutan dalam arti beban pajak tersebut tidak boleh 
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dilimpahkan pada pihak lain. Sebagai pajak langsung, Pajak Penghasilan 

dipungut secara periodik terhadap kumpulan penghasilan yang diperoleh atau 

diterima Wajib Pajak selama satu tahun pajak. Pihak yang melakukan 

pemotongan dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pihak PT. 

Indojaya Agrinusa, selaku pemberi kerja. Dimana besarnya potongan dan 

pencatatan pada jurnal tergantung pada berapa besarnya penghasilan yang 

diterima dari setiap karyawan. Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 

dilakukan setiap bulan bersamaan dengan pembayaran gaji bulanan pegawai. 

pada PT. Indojaya Agrinusa. 
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BAB V 

KESIMPULAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisa dan hasil penelitian atas perhitungan, pemotongan dan 

pencatatan pajak pengahasilan PPh pasal pada PT. Indojaya Agrinusa, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Dari hasil analisis data pada PT. Indojaya Agrinusa terjadi kesalahan pada 

perhitungan PPh Pasal 21 atas pegawai yang disebebakan oleh perusahaan 

tidak menggunakan PTKP terbaru yang berlaku pada tahun 2018. 

2. Pemotongan PPh Pasal 21 atas pegawai tidak sesuai dengan undang-

undang perpajakan Nomor 36 Tahun 2008. 

3. Pencatatan akuntansi pajak yang dilakukan oleh perusahaan nominalnya 

tidak sesuai dengan perhitungan yang berlaku pada UU perpajakan yang 

menyebabkan nominal angka pada jurnal utang pajak menjadi salah dan 

harus dilakukan pembetulan. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang diambil maka penulis memberikan saran 

yang mungkin dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut: 

1. PT. Indojaya Agrinusa untuk lebih terus mempertahankan dan 

meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan Perpajakan guna 

menghindari masalah serta pelanggaran – pelanggaran dan tetap 
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mengamati informasi – informasi yang terbaru mengenai perubahan – 

perubahan terbaru yang diberlakukan oleh Menteri Keuangan, maupun 

Direktorat Jendral Pajak. 

2. PT. Indojaya Agrinusa khususnya bagian keuangan akan jauh lebih 

baiknya jika melampirkan cara penghitungan pajak beserta contohnya 

pada slip gaji karyawan, agar karyawan bisa mengerti cara 

penghitungan pajaknya. 

PT. Indoaya Agrinusa untuk lebih terus mengikuti perkembangan mengenai 

ketentuan Undang-undang perpajakan yang terbaru serta lebih memahami tentang 

tata cara perhitungan PPh Pasal 21 yang benar sesuai dengan Undang-undang 

perpajakan. 
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